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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki 

peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga yang 

bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah 

tersebut. Kinerja BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola zakat tidak hanya 

memengaruhi efektivitas distribusi zakat, tetapi juga mencerminkan transparansi 

dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh masyarakat.1 

Lembaga ipengelola izakat imerupakan ilembaga inon-profit iyang ibertujuan 

iuntuk imembantu iumat iIslam imenyalurkan izakat, iinfaq idan isedekah ikepada 

iyang iberhak. iAktivitas itersebut imelibatkan ibeberapa ipihak iyang isaling iberkait 

iyakni ipemberi izakat, ipengelola, idan ipenerima izakat. iPada ibeberapa ikasus, 

ipengelola idana ibukan iorang-orang iatau iinstitusi iyang ibenarbenar idikenal ioleh 

ipemberi idana. iHal iini, iseperti ilembaga ipublik ilainnya, imemunculkan ikebutuhan 

iadanya iakuntabilitas. iPemberi izakat imenginginkan iakuntabilitas ipengelola 

iterhadap iintegritas, iefisiensi idan iefektivitas idana iyang imereka iserahkan. 

Dengan idisahkannya iUndang-Undang iNomer i23 iTahun i2011 iTentang 

iPengelolaan iZakat iyang imenggantikan iUndangUndang iNomer i38 iTahun i1999, 

idiharapkan idapat imemberikan ikepastian idan itanggung ijawab ibaru ikepada 

ipemerintah idalam imengelola ibadan iamil izakat i(BAZNAS, iBAZNAZ ipropinsi,  

                                                             
1Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, (Jakarta:  

Gema Insani Pres, 1998), hlm. 18 1 
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iBAZNAS kabupaten/kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan 

stakeholders.2 

BAZNAS iberkedudukan idi iibu ikota inegara. iBAZNAS imerupakan 

ilembaga ipemerintah inonstruktural iyang ibersifat imandiri idan ibertanggung ijawab 

ikepada iPresiden imelalui iMenteri. iBAZNAS imerupakan ilembaga iyang 

iberwenang imelakukan itugas ipengelolaan izakat isecara inasional. iLingkup 

ikewenangan ipengumpulan izakat ioleh iBAZNAS, iBAZNAS iprovinsi, idan 

iBAZNAS ikabupaten/kota idiatur idalam iPeraturan iPemerintah. 

Transparansi idan iefisiensi ipengelolaan izakat imenjadi iperhatian ipenting 

idalam ikonteks iBAZNAS iSumatera iUtara. iTransparansi imemastikan 

ibahwa iproses ipengumpulan, ipengelolaan, idan idistribusi izakat idilakukan 

isecara ijujur idan iterbuka, isehingga imasyarakat idapat imempercayai 

ilembaga itersebut idan iberkontribusi isecara iaktif. idi isisi ilain, iefisiensi 

ipengelolaan izakat imemastikan ibahwa idana iyang iterkumpul 

idimanfaatkan isecara ioptimal iuntuk imembantu imereka iyang 

imembutuhkan, isehingga idapat imendorong ipertumbuhan iekonomi idan 

ikesejahteraan iumat.meskipun ipentingnya itransparansi idan iefisiensi 

idalam ipengelolaan izakat idiakui isecara iluas, imasih iterdapat iketerbatasan 

ipenelitian iyang imendalam imengenai ifaktor-faktor iyang imemengaruhi 

itransparansi idan iefisiensi ipengelolaan izakat iserta idampaknya iterhadap 

ipenggunaan izakat idan iperkembangan iBAZNAS iSumatera iUtara. ioleh 

ikarena iitu, ipenelitian iini ibertujuan iuntuk imengisi icelah ipengetahuan 

itersebut idengan imenganalisis ifaktor-faktor iyang imemengaruhi 

itransparansi ipengelolaan izakat, iefisiensi ipenggunaan izakat, iserta 

idampaknya iterhadap iperkembangan iBAZNAS iSumatera iUtara.3 

 

Transparansi ipelaporan imenjadi isesuatu iyang iurgen. iTransparansi 

ibertujuan iuntuk imemberikan ikepercayaan iantar ipihak-pihak iyang 

iberkepentingan idalam ilembaga. iTransparansi idapat idilakukan idengan ipenyajian 

ilaporan ikeuangan iyang iwajar. iKewajaran imengacu ipada ikesesuaian ipenyusunan 

                                                             
2Undang-Undang iNomer i23 iTahun i2011 iTentang iPengelolaan iZakat 
3Nugraha iWinoto, iPengaruh iDana iZakat iProduktif iTerhadap iKeuntungan iUsaha 

iMustahiq iPenerima iZakat i(Studi iKasus iBAZ iKota iSemarang) iFakultas iEkonomi iUniversitas 

iDiponegoro iSemarang, i2011. 
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ilaporan ikeuangan iyang iberdasarkan ipada iPrinsip iAkuntansi iBerterima iUmum 

i(PABU)4. 

Disisi lain, transparansi dalam pengelolaan zakat juga merupakan aspek 

krusial. Transparansi berarti memberikan akses yang lebih besar kepada publik 

terhadap informasi tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. 

Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dan memungkinkan masyarakat 

untuk memantau penggunaan dana zakat secara lebih seksama.dengan transparansi 

yang baik, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan 

dan apa dampaknya dalam masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan 

yang lebih besar antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, serta 

mempromosikan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses 

pengelolaan zakat seperi lafaz yang dibunyikan di surah At-Taubah iAyat i103 

يْهِمْ  iبِهَا iوَصَل ِ  iعَليَْهِمْ   iاِن    رُهُمْ  iوَتزَُ ك ِ خُذْ  iمِنْ  iامَْوَالِهِمْ  iصَدَقةَ   iتطَُه ِ

 iصَلٰوتكََ  iiسَكَن   iiل هُمْ   iiوَاٰللُّ  iiسَمِيْع   iiعَلِيْم  

Artinya: i"Ambillah izakat idari isebagian iharta imereka, idengan izakat iitu ikamu 

imembersihkan idan imensucikan imereka idan iberdoalah iuntuk imereka. 

iSesungguhnya idoa ikamu iitu i(menjadi) iketenteraman ijiwa ibagi imereka. 

iDan iAllah iMaha iMendengar ilagi iMaha iMengetahui." i(At-Taubah: 

i103).5 

Selanjutnya idinyatakan ibahwa i: iSetiap iorang” idalam iPasal i38 idan iPasal 

i41 iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2011 itentang iPengelolaan iZakat iNegara 

                                                             
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
5Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.276 
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iRepublik iIndonesia iNomor ibertentangan idengan iUndang-Undang iDasar iNegara 

iRepublik iIndonesia iTahun i1945 isepanjang itidak idimaknai idengan 

i“mengecualikan iperkumpulan iorang, iperseorangan itokoh iumat iIslam i(alim 

iulama), iatau ipengurus/takmir imasjid/musholla idi isuatu ikomunitas idan iwilayah 

iyang ibelum iterjangkau ioleh iBAZ idan iLAZ, idan itelah imemberitahukan kegiatan 

pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.6 

Adapun permasalahan secara umum adalah transparansi dan efisiensi 

dalam pengelolaan zakat terhadap kepercayaan badan amil zakat nasional yaitu 

ketidakjelasan Penggunaan Dana Zakat, kurangnya transparansi dapat membuat 

badan amil zakat nasional khawatir dana zakat tidak digunakan secara efisien atau 

disalahgunakan, mengganggu kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. 

kurangnya akuntabilitas Transparansi dan efisiensi rendah dapat menyebabkan 

kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana zakat, mengurangi akuntabilitas 

terhadap badan amil zakat nasional.ketidakpastian Manfaat Zakat7. 

Jika pengelolaan tidak efisien, badan amil zakat nasional mungkin merasa 

zakat mereka tidak memberikan manfaat signifikan, meruntuhkan kepercayaan dan 

motivasi untuk berzakat.kurangnya Partisipasi kepercayaan rendah dapat 

mengurangi partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat, karena 

ketidakyakinan bahwa zakat akan dikelola dengan baik.meskipun banyak penelitian 

telah dilakukan tentang pengelolaan zakat, masih ada kekurangan dalam penelitian 

                                                             
6Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara Republik 

Indonesia 
7Masdar F. Mau’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Pustaka 

Firdaus, Jakarta, 1991.hlm.33 
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yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara efisiensi, transparansi, dan 

tingkat kepercayaan badan amil zakat nasional8.  

Berdasarkan fenomena yang ada di BASNAZ Sumatera Utara sesuai 

dengan fakta bahwa Ketua iBAZNAS iSumut iMohammad iHatta imengatakan 

ijumlah iZIS iSumut iyang idikumpulkan iselama itriwulan iI itahun i2024 isekitar iRp9 

imiliar. iPada ikesempatan itersebut, ididistribusikan ZIS sebanyak Rp.4 miliar pada 

para mustahik. Zakat Sumut yang terkumpul pada tahun 2023 sudah tercapai yakni 

sebesar Rp16 miliar. Namun jumlah tersebut belum sebesar potensi zakat Sumut 

yang bisa mencapai Rp.8 triliun9. 

Sesuai dengan wawancara penulis di Kantor BAZNAS Sumatera Utara 

bahwa dalam penyerahan zakat, infak dan sadaqah dari BAZNAS kepada semua 

mustahik diberikan berdasarkan permohonan dan masyarakat secara pribadi 

maupun kelembagaan serta berdasarkan pendataan BASNAZ, karena sifatnya 

adalah zakat BASNAZ memang lemah dalam pengawasan dan pemantauan 

efektivitas dari pemberian zakat tersebut, sehingga BAZNAS tidak tahu apakah 

pemberian zakat tersebut sesuai sasaran atau dimanfaatkan secara produktif. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam 

memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan 

badan amil zakat nasional terhadap lembaga pengelola zakat.dengan melengkapi 

latar belakang ini dengan studi literatur yang relevan, metodologi penelitian yang 

                                                             
8Ibid. Hlm.35 
9M.Hatta, Serahkan Zakat ASN Pemprov Sumut Rp6 Miliar Pj Gubernur Ajak Masyarakat 

Senantiasa Berzakat, Artikel Zakat ASN, 2024. 
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tepat, dan analisis yang komprehensif, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang faktor transparansi dan efisiensi terhadap perkembangan badan amil zakat. 

Sesuai latar belakang di atas menjadi landasan pemikiran bagi penulis 

sehingga menetapkan judul : Faktor Transparansi Pengelolaan Zakat Dan 

Efisiensi Terhadap Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera 

Utara 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idijabarkan idiatas, imaka imasalah 

iyang iditemukan idalam ipenelitian iini iadalah ibagaimana icara imeningkatkan 

iminat ibadan iamil izakat inasional imembayar izakat ipada iOrganisasi iPengelola 

iZakat ikhususnya iBAZ iKabupaten iBrebes imelalui iefektivitas idan itransparansi 

iPengelolaan iZakat irumusan imasalah itersebut idapat idisusun ipertanyaan isebagai 

iberikut: 

1. Bagaimana ifaktor itransparansi idalam ipengelolaan izakat iterhadap 

iperkembangan i ibadan iAmil iZakat iNasional iSumatera iUtara i? 

2. Apakah ipengelolaan izakat iefektif iterhadap iperkembangan iBadan iAmil 

iZakat iNasional iSumatera iUtara i? 

3. Apakah iada ihubungan itingkat itransparansi idan iefisiensi idalam 

iperkembangan ibadan iAmil iZakat iNasional iSumatera iUtara i? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun itujuan ipenelitian idari ilatar ibelakang itersebut iyaitu i: 

1. Untuk imengetahui ifaktor itransparansi idalam ipengelolaan izakat iterhadap 

iperkembangan i ibadan iAmil iZakat iNasional iSumatera iUtara i 
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2. Untuk imengetahui ipengelolaan izakat iefektif iterhadap iperkembangan 

iBadan iAmil iZakat iNasional iSumatera iUtara i 

3. Untuk imengetahui ihubungan itingkat itransparansi idan iefisiensi idalam 

iperkembangan ibadan iAmil iZakat iNasional iSumatera iUtara 

Adapun imanfaat ipenelitian idari ilatar ibelakang itersebut iyaitu i: 

1. Bagi iPenulis 

Penelitian iini idiharapkan iuntuk imenambah ipengetahuan imengatasi ifaktor 

itransparansi idan iefisiensi iterhadap itingkat ikepercayaan ibadan iamil izakat 

inasional. 

2. Penelitian idapat imembantu iBAZNAS iuntuk imemahami isecara ilebih ibaik 

iprofil imasyarakat iyang iberhak imenerima izakat, iserta ikebutuhan idan 

itantangan iyang idihadapi ioleh ipenerima izakat. iDengan ipemahaman iyang 

ilebih imendalam iini, iBAZNAS idapat imengalokasikan idana izakat idengan 

ilebih iefektif isesuai idengan ikebutuhan iriil. 

Meningkatkan Kepercayaan: Dengan meningkatnya transparansi dan 

efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, badan amil zakat nasional akan 

lebih percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan 

untuk kepentingan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal 

ini akan membuat badan amil zakat nasional lebih termotivasi untuk terus 

memberikan zakatnya. 

3. Bagi Akademik 

Proses menulis skripsi membutuhkan penelitian yang mendalam tentang 

topik tertentu, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman tentang 

subjek tersebut.para pembaca mendapatkan refrensi dari penelitian ini. 

Skripsi membutuhkan kemampuan untuk menyusun dan 

mengkomunikasikan ide dan temuan secara jelas dalam bentuk tulisan yang 
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terstruktur. Ini membantu meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis 

dan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan adik tingkat. 

D. Batasan Istilah 

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Transparansi adalah keadaan nyata, jelas, jernih transparansi juga disebut 

dengan keterbukaan, keadaan yang terang benderang dan jelas.10 

2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat.11 

3. Efisiensi iEfisiensi iadalah isalah isatu icara iyang idi igunakan iperusahaan 

idalam ihal imengelola isumber ikeuangan, iproses, imaterial, itenaga ikerja, 

iperlatan iperusahaan, imaupun ibiaya isecara iefektif.12 

4. Penggunaan iadalah iproses, icara, iperbuatan iuntuk imenaikkan isesuatu iatau 

iusaha ikegiatan iuntuk imemajukan isesuatu ike isuatu iarah iyang ilebih ibaik 

ilagi.13 

5. Perkembangan iadalahbertambahnya ikemampuan i(skill) idalam istruktur 

idan ifungsi itubuh iyang ilebih ikompleks idalam ipola iyang iteratur idan idapat 

idiramalkan, isebagai ihasil idari iproses ipematangan.14 

                                                             
10WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2016), 

hlm.172 
11Maghfirah, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish CV 

Budi Utama, 2019), hlm.110 
12Fransiska Xaverius Sadikin, Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan 

Profitabilitas, (ANDI, Yogyakarta, 2005), hlm.157 

13 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdiknas, Jakarta, 2019), hlm.221 
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6. BAZNAS iadalah ikependekan dari Badan Amil Zakat Nasional yang 

tugasnya meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat 

Produktif.15 

 Batasan istilah tersebut memungkinkan untuk penjelasan yang jelas dan 

konsisten tentang konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian mengenai 

faktor transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat terhadap tingkat kepercayaan 

badan amil zakat nasional. 

E. Sistematika Penulisan 

 Pada isistematis ipenulisan iini, ipenulis iakan imemberikan ibagian-bagian 

isistematis iyang iakan idisajikan, iyaitu i: 

Bab iI iPendahuluan iterdiri idari ilatar ibelakang imasalah, irumusan imasalah, itujuan, 

imanfaat ipenelitian, ibatasan iistilah, itelah ipustaka, isistematikan ipenulisan. i 

Bab iII iterdiri idari ikajian ipustaka, ilandasan iteori, idan ihipotesis. i 

Bab iIII iterdiri idari imetode ipenelitian. iJenis ipenelitian, ilokasi ipenelitian, isumber 

idata, iteknik ipengumpulan idata idan iteknik ianalisis idata. i 

Bab iIV iterdiri idari ihasil ipenelitian idan ipembahasan. iMenguraikan ideskripsi ihasil 

ipenelitian idan ipembahasan 

Bab iV imerupakan ipenutup iyang iterdiri ikesimpulan idan isaran 

 

 

                                                             
15Sutjiningsih, Dinamika Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), hlm.51 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah memuat tentang penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Adapun penelitian 

terdahulu adalah : 

1. Rika iFitria i(2020), iPengaruh iTransparansi iDan iAkuntabilitas iLaporan 

iKeuangan iTerhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga 

Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi 

Lampung.1Hasil ipenelitian iini iyaitu i: i1) iTransparansi iLaporan 

iKeuangan iberpengaruh ipositif iterhadap itingkat ikepercayaan imuzakki,  

iyang iditunjukkan idengan inilai it ihitung isebesar i4,414 i> it itabel 

isebesar i2,019 idengan isignifikansi i0,000 i< i0,05. i2) iAkuntabilitas 

iLaporan iKeuangan iberpengaruh inegatif iterhadap itingkat ikepercayaan 

imuzakki, iyang iditunjukkan idengan inilai it ihitung isebesar i-0,225 i< it 

itabel isebesar i2,019 idan itaraf isignifikansi ilebih idari i0,823 i(0,823 i> 

i0,05). i3) iTransparansi idan iAkuntabilitas iLaporan iKeuangan isecara 

isimultan iberpengaruh ipositif iterhadap itingkat iKepercayaan Muzakki, 

yang dapat dilihat dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dan Fhitung 

9,933> Ftabel 3,23. 

                                                             
1Rika iFitria i(2020), iPengaruh iTransparansi iDan iAkuntabilitas iLaporan iKeuangan 

iTerhadap iTingkat iKepercayaan iMuzakki iPada iLembaga iAmil iZakat iInfaq iDan iShodaqoh 

iNahdatul iUlama iProvinsi iLampung, iJurnal iVol.1 iNo.1 
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2. Penelitian oleh Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon 

(2014), yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan 

Keuangan,Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung)” 2 Hasil 

ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa iTransparansi ilaporan ikeuangan, 

ipengelolaan izakat, idan isikap ipengelola isecara ibersama-sama 

iberpengaruh isignifikan iterhadap itingkat ikepercayaan imuzakki ipada 

ilembaga iamil izakat. iKetika ikualitas itransparansi ilaporan ikeuangan, 

ipengelolaan izakat, idan isikap ipengelola isemakin ibaik imaka itingkat 

ikepercayaaan imuzakki ipada ilembaga iamil izakat ijuga imeningkat. 

iPerbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian iArim iNassim idan 

iMuhammad iRizqi iSyahri iRomadhon iadalah ipada ivariable idan ilokasi 

ipenelitian. iPada ipenelitian iini ipenulis ihanya melakukan penelitian 

pada satu lembaga amil zakat yaitu LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi 

Lampung. 

3. Penelitian ioleh iDina iFitrisia iSeptriani i(2011) i, iyang iberjudul 

i“Pengaruh iTransparansi idan iAkuntabilitas iTerhadap iPengumpulan 

iDana iZakat, iInfaq, idan iShodaqoh iPada iLAZ idi iSurabaya” 

imenunjukkan ihasil ibahwa iTransparansi idan iAkuntabilitas isecara 

ibersama-sama imemberikan ipengaruh iyang ipositif iterhadap 

ipengumpulan iDana iZIS iPada iLAZ idi iSurabaya. iPerbedaan ipenelitian 

iini idengan ipenelitian iDina iFitrisia iSeptriani iadalah ipenelitian iini 

                                                             
2Arim Nassim,Muhammad Rizqi Syahri Romadhon, Pengaruh Transparansi Laporan 

Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi 

pada LAZ di kota Bandung), jurnal: riset akuntansi dan keuangan, 2014. 

10 
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berfokus pada transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan 

muzakki yang ada di LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.3 

4. Nur Hisamuddin, (2021) Transparansi Dan Pelaporan Keuangan 

Lembaga Zakat4 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan 

keuangan merupakan cerminan idari ipengelolaan ikeuangan. 

iPenyusunannya iharus ididasarkan ipada iprinsip iyang iditerima iumum 

iagar idapat idipahami isehingga ikandungan iinformasinya idapat 

idigunakan ioleh ipihak-pihak iyang iberkepentingan. iDi iIndonesia idasar 

ipenyusunannya imenggunakan iPSAK i109 iyang iterdiri idari iNeraca, 

iLaporan iPerubahan iDana, iLaporan iPerubahan iAset iKelolaan, 

iLaporan iArus iKas idan iCatatan iatas iLaporan iKeuangan. iUntuk 

imenjaga ikepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan 

nantinya harus teraudit. 

B. Landasan Teori 

a. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara 

terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua  

iunsur isebagai ilandasan ipengambilan ikeputusan idan iproses ipelaksanaan 

ikegiatan.5 iMembangun itransparansi idalam ipengelolaan izakat iakan imenciptakan 

                                                             
3Dina iFitrisia iSeptriani, iPengaruh iTransparansi idan iAkuntabilitas iTerhadap 

iPengumpulan iDana iZakat, iInfaq, idan iShodaqoh iPada iLAZ idi iSurabaya. iJurnal iakuntansi, i2011. 
4Nur iHisamuddin, iTransparansi iDan iPelaporan iKeuangan iLembaga iZakat, iJurnal iVol.1 

iNo.2 iTahun i2021 

5
 iMuhammad iHasan, iManajemen iZakat i(Cet.I i: iYogyakarta i: iIdea iPress, i2021), 

ihlm.93. 
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isistem iikontrol iyang ibaik iantara idua ipihak iyaitu ilembaga idan istakeholder, 

ikarena itidak ihanya imelibatkan ipihak iintern iorganisasi i(lembaga izakat) isaja 

itetapi ilebih ikepada ipihak iekstern iyaitu imuzakki iatau imasyarakat isecara iluas. 

iHal iinilah iyang iseharusnya idijadikan ilembaga iuntuk imengurangi irasa icuriga 

idan iketidak ipercayaan imasyarakat iakan idiminimalisir. 

Transparansi adalah prinsip keterbukaan iyang imemungkinkan imasyarakat 

iuntuk imengetahui idan imendapatkan iakses iinformasi iseluasluasnya itentang 

ikeuangan idaerah. iDengan iadanya itransparansi idapat imenjamin iakses iatau 

ikebebasan ibagi isetiap iorang iuntuk imemperoleh iinformasi itentang 

ipenyelenggarakan ipemerintahan, iyakni iinformasi itentang ikebijakan iproses 

ipembuatan, idan ipelaksanaannya iserta ihasil-hasil iyang idicapai. 

Kata itransparasi idalam iBahasa iIndonesia iberarti isifat itembus icahaya, 

inyata, idan ijelas. iDefinisi ilain idiartikan isebagai imudah idimengerti, secara jelas 

sehingga kebenaran dibaliknya mudah kelihatan, sesuatu yang tidak mengandung 

kesalahan dan ikeraguan iatau iketerbukaan idalam imelaksanakan iproses 

ipengambilan ikeputusan idan iketerbukaan idalam imengemukakan iinformasi 

imateril idan irelevan imengenai iperusahaan.6 

Sedangkan imenurut iPeraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i2005 

imenjelaskan ibahwa itransparan iadalah imemberikan iinformasi ikeuangan iyang 

iterbuka idan ijujur ikepada imasyarakat iberdasarkan ipertimbangan ibahwa 

imasyarakat imemiliki ihak iuntuk imengetahui isecara iterbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

                                                             
6Depdiknas, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Depdiknas, 2019), hlm.78 
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dipercayakan ikepadanya idan iketaatannya ipada iPerundang-undangan.7 

iTransparansi imerupakan ipelaksanaan itugas idan ikegiatan iyang ibersifat iterbuka 

ibagi imasyarakat imulai dari proses ikebijakan, iperencanaan, ipelaksanaan, 

ipengawasan idan ipengendalian iyang imudah idiakses ioleh isemua ipihak iyang 

imembutuhkan iinformasi itersebut. 

Berdasarkan ipengertian idi iatas idapat idipahami ibahwa itransparansi 

imemiliki iarti iketerbukaan iorganisasi idalam imemberikan iinformasi iyang iterkait 

idengan iaktifitas ipengelolaan isumber idaya ipublik ikepada ipihak-pihak iyang 

imenjadi ipemangku ikepentingan. iTransparansi idibangun iatas idasar iharus 

iinformasi iyang ibebas.Seluruh iproses ipemerintahan, ilembaga-lembaga idan 

iinformasi iperlu idapat idiakses ioleh ipihak-pihak iyang iberkepentingan idan 

iinformasi iyang itersedia iharus imemadai iagar idapat idimengerti idan idipantau. 

Transparansi imenjadi isangat ipenting ibagi ipelaksanaan ifungsi-fungsi 

ipemerintahan idalam imenjalankan imandat idari irakyat. iMengingat ipemerintah 

isaat imemiliki ikewenangan imengambil iberbagai ikeputusan ipenting iyang 

iberdampak ibagi iorang ibanyak, ipemerintah iharus imenyediakan iinformasi iyang 

ilengkap imengenai iapa iyang idikerjakannya. iDengan demikian, transparansi 

mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari 

penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya. 

Islam menganjurkan pentingnya transparansi, Transparansi Laporan 

Keuangan dapat diartikan sebagai Tabligh yaitu suatu sifat dan sikap pada 

organisasi pengelola zakat.8 

                                                             
7Peraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i2005 itentang iTransparansi iKeuangan iNegara 
8Abdul iHafiz iSyahroni, iTransparansi iPengelolaan iDalam iKecendrungan iPilihan 

iBerzakat iKe iLembaga iPengelola iZakat, iJurnal iUIN iSunankalijaga. iBol.1 iNo.2, i2022. 
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Dalam penelitian ini, prinsip transparansi ialah pemberian informasi kepada 

masyarakat khususnya muzakki yang bertujuan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kemana saja dana zakat yang 

telah didonasikan itu disalurkan. 

b. Prinsip dan Indikator Transparansi 

Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan harus memenuhi beberapa 

unsur yaitu: 

a. Terbuka iAdanya iakses imasyarakat idan istakeholders iyang iluas iuntuk 

iterlibat idalam iproses iperencanaan, ipenyusunan, imaupun ipelaksanaan 

ianggaran ikeuangan idesa. i 

b. iBisa idiketahui ioleh imasyarakat iluas. iMasyarakat idengan imudah 

imendapatkan iinformasi iseluas-luasnya iyang imudah idan imurah ibagi 

iseluruh ikalangan idari ipemerintah idesa, itanpa imembedakan istatus 

isosial idan iekonomi itentang ikeadaan ikeuangan. i 

c. iKeputusan iyang idiambil imelibatkan imasyarakat. iKeputusan iyang 

idiambil idalam ipenyususnan ianggaran idana iyang idiputuskan idalam 

imusyawarah. 

d. iAdanya iide-ide iatau iaspirasi idari imasyarakat. iPemerintah iharus 

imengakomodir iide-ide iatau iaspirasi imasyarakat iyang ikemudian 

idijadikan isebuah ikeputusan.9 

Sedangkan menurut Krina indikator-indikator dari transparansi adalah 

sebagai berikut :  

                                                             
9Ibid.Hlm. 80 
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1. Penyediaan iinformasi iyang ijelas. i 

2. Kemudahan iakses iinformasi. i 

3. Menyusun isuatu imekanisme ipengaduan ijika iada iperaturan iyang 

idilanggar iatau ipermintaan iuntuk imembayar iuang isuap. i 

4. Meningkatkan iarus iinformasi imelalui ikerjasama idengan imedia imassa 

idan ilembaga inon ipemerintah.10 

Dengan iadanya iindikator-indikator idiatas idapat ikita ilihat ibahwa 

itransparansi imerupakan isuatu ialat iyang isangat ipenting iuntuk imenjembatani 

ikebutuhan imasyarakat itentang ikeingintahuan imasyarakat iterhadap ijalannya 

ipemerintahan ididaerah imereka isendiri. 

Sedangkan, iIndikator-indikator itransparansi imenurut iMardiasmo, iyaitu: 

a. iTerdapat ipengumuman ikebijakan imengenai ipendapatan,pengelolaan 

ikeungan idan iasset. 

b. Tersedia ilaporan imengenai ipendapatan,pengelolaan ikeuangan idan iasset 

iyang imudah idiakses. i 

c. Tersedia ilaporan ipertanggungjawaban iyang itepat iwaktu. i 

d. Tersedianya isarana iuntuk isuara idan iusulan irakyat. i 

e. Terdapat isystem ipemberian iinformasi ikepada ipublik.11 

Penyediaan iinformasi iyang imemadai,akurat,dan itepat iwaktu ikepada 

istakeholders iharus idilakukan ioleh iperusahaan iagar idapat idikatakan itransparan. 

iPengungkapan iyang imemadai isangat idiperlukan ioleh iinvestor idalam 

                                                             
10Ibid. iHlm. i87 
11

 iMardiasmo. iPerwujudan iTransparansi idan iAkuntabilitas iPublik iMelalui iAkuntansi 

iSektor iPublik: iSuatu iSarana iGood iGovernance. iJurnal iAkuntansi iPemerintah iVol.2 iNomor.1:1-

17.2020. 
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ikemampuannya iuntuk imembuat ikeputusan iterhadap irisiko idan ikeuntungan idari 

iinvestigasinya. iPengungkapan imasalah iyang ikhusus iberhubungan idengan 

ikompleksnya iorganisasi idari ikonglomerat. iKurangnya ipernyataan ikeuangan 

iyang imenyeluruh imenyulitkan ipihak iluar iuntuk imenentukan iapakah iperusahaan 

itersebut imemiliki iutang iyang imenumpuk idalam itingkat iyang imengkhawatirkan. 

iKurangnya iinformasi iakan imembatasi ikemampuan iinvestor iuntuk 

imemperkirakan inilai idan irisiko idan ipertambahan idari iperubahan imodal 

i(volatility iof icapital).12 

Terciptanya itransparansi iakan imampu imemberikan idampak iyang ibaik 

ibagi ipengawasan ioleh imuzakki iterhadap ilembaga. iTentunya iini iakan 

imempengaruhi iserta imendorong imuzakki idalam imemilih ilembaga izakat.13 

Konsep itransparansi idalam Islam adalah:  

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.  

2. Informasi harus diungkapkan isecara ijujur, irelevan, itepat iwaktu idapat 

idibandingkan idan imeliputi isegala ihal iyang iterkait idengan iinformasi iyang 

iakan idiberikan.14 

Pemberian iinformasi ijuga iperlu idilakukan isecara iadil ikepada isemua 

ipihak iyang imembutuhkan iinformasi.15Selain iitu, iorganisasi iharus 

imengkomunikasikan isegala ikebijakan iyang imereka ilakukan ikepada ipemberi 

                                                             
 
12 Adrian iSutedi, iGood iCorporate iGovernance, i(Jakarta i: iSinar iGrafika i2011), ihlm.11 
13

 iSuparno, i iPengaruh iAkuntabilitas iKeuangan iDaerah, iValue iFor iMoney, iKejujuran, 

iTransparansi, idan iPengawasan iPengelolaan iKeuangan iDaerah i(Universitas iSumatra iUtara, 

i2012), ih.12. 
14Hamzah, iIslam idan iKeterbukaan iManajemen, i(Jakarta i: iBumi iAksara, i2017), ihlm.32 
15

 iAhmad iArief iBudiman, iMembangun iAkuntabilitas iLembaga iPemhelola iWakaf idan 

izakat i(Semarang i: iIAIN iWalisongo iSemarang, i2020), ihlm.23-24. 
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iamanah. iOleh ikarena iitu imerujuk ipada iteori itersebut iuntuk ipenerapan itolak iukur 

ilembaga izakat idikatakan itransparan iyang ierat ikaitannya idengan ikejujuran, 

iamanah idalam imemberikan iinformasi. iTransparansi iakan imenciptakan 

iketerjalinan ikepercayaan imasyarakat imuzakki idengan iorganisasi ipengelola 

izakat. iDalam iislam ijuga ikonsep itransparansi ierat ikaitannya idengan ikejujuran, 

idalam imenyampaikan iinformasi ilembaga iharus ijujur, itidak iada isatupun ihal iyang 

iditutup-tutupi idari ipengetahuan iinformasi imasyarakat idalam ihal iini imuzakki.. 

Berdasarkan konsep transparansi di atas,dapat disimpulkan bahwa dalam 

Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan 

informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal 

yang luput dari pengetahuan penerima informasi. 

2.  Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut 

lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.16Zakat 

menurut terminology (syar’i) adalah sejumlah iharta itertentu iyang idiwajibkan 

iAllah iSWT iuntuk idiberikan ikepada iorang iyang iberhak imenerima izakat 

i(mustahiq) iyang idisebutkan ididalam iAl-Qur’an.17Zakat idari isegi iistilah ifikih 

iberarti i“seumlah iharta itertentu iyang idiwajibkan iAllah idiserahkan ikepada iorang-

orang iyang iberhak” idisamping iberarti i“mengeluarkan ijumlah itertentu iitu sendiri” 

jumlah yang dikeluarkaan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan 

                                                             
16

 iRicky iMichael iDatulagie idan iAgus iToni iPutra, i“ iAnalisis iPengakuan iPendapatan idan 

iBeban ipada iPT. iPenggadaian i(persero) i“ iISSN i2303-1174 iVol.1 iNo.3 iJuni i2013, ihlm. i567-575 
17

 iYusuf iQardawi, iHukum iZakat, i(Bogor i: iPustaka iLitera iAntar iNusa, i2016) ihlm.34 
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itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari 

kebinasaan.18 

Pengertian ilain idikatakan ibahwa i: 

Zakat imerupakan ipungutan iwajib iatas iindividu iyang imemiliki iharta 

iwajib izakat iyang imelebihi inisab i(muzakki), idan iididistribusikan ikepada 

idelapan igolongan ipenerima izakat i(mustahik), iyaitu i: ifakir, imiskin, 

ifisabilillah, iibnu isabil, iamil, igharimin, ihamba isahaya idan imuallaf. iDari 

isegi ibahasa, izakat iberarti ial-barakatu i“keberkahan”, ial-nama 

i“pertumbuhan idan iperkembangan”, iat-taharatu i“kesucian”, idan 

iashshahalu i“keberesan”. iDari isegi iistillah, izakat imerupakan ibagian idari 

iharta idengan ipersyaratan itertentu ipula. iHarta iyang idikeluarkan izakatnya 

iakan imenjadi iberkah, itumbuh, iberkembang idan ibertambah, iserta isuci 

idan iberes i(baik).19 

Berdasarkan ipengertian idi iatas idapat idipahami ibahwa ibagian itertentu idari 

iharta iyang idiwajibkan iAllah iuntuk idiberikan ikepada isejumlah iorang iyang 

iberhak imenerimanya. iZakat idapat ipula idiartikan isebagai ipengambilan isebagian 

iharta idari iorang iIslam iyang imencukupi inisab iuntuk ikesejahteraan orang Islam 

yang berhak menerimanya. 

Dasar ihukum ikewajiban izakat iterdapat idalam ibeberapa ifirman iAllah 

iSWT isurat iAt-Taubah i103 i: 

وَالِهِمْ iْمِنْ iْخُذْ  رُهُمْ iْصَدقَةَ iْْامَ  يْ iْتطَُه ِ هِم ْ iْوَصَل iِْْبِهَاiْهِمْ وَتزَُك ِ ْصَلٰوتكiََْْانِْ iْعَليَ 

i ْْسَكَنi ْ ْل هُمiُّْْوَاٰللi ْْسَمِي عi ْم  عَلِي 

Artinya i: iAmbillah izakat idari iharta imereka, iguna imembersihkan idan 

imenyucikan imereka, idan iberdoalah iuntuk imereka. iSesungguhnya 

                                                             
18

 iHikmat iKurnia, iPanduan iPintar iZakat, i(Jakarta i: iQultum iMedia, i2018) ihlm.3 
19

 iAscarya, iAkad idan iProduk iBank iSyariah i(Jakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2021) 

ihlm.9 
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idoamu iitu i(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.20 

Berdasarkan idasar ihukum iyang idikemukakan idi iatas iadalah izakat iitu 

imembersihkan imereka idari ikekikiran idan icinta iyang iberlebih-lebihan ikepada 

iharta ibenda, izakat iitu imenyuburkan isifat-sifat ikebaikan idalam ihati imereka idan 

imemperkembangkan iharta ibenda imereka. 

b. Syarat idan iWajib iZakat 

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :  

a. Islam, iberarti imereka iyang iberagama iislam ibaik ianak-anak iatau isudah 

idewasa, iberakal isehat iiatau iitidak. ii 

b. iMerdeka, iberarti ibukan ibudaak idan imemiliki ikebebasan iuntuk 

imelaksanakan idan imenjalankan iseluruh isyariat iislam. i 

c. iMemiliki inisab idari isalah isatu ijenis iharta iyang iwajib idikenakan izakat 

idan icukup ihaul.21 

Syarat ikekayaan iyang iwajib idizakatkan iatau iobjek izakat iantara ilain: i 

a. iHalal iHarta itersebut iharus ididapatkan idengan icara iyang ibaik idan iyang 

ihalal. iHarta iyang iharam ibaik ikarena izatnya imaupun icara 

imendapatkannya ibukan imerupakan iobjek izakat. 

                                                             
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Teremahnya, (Depag RI, Jakarta, 2016), 

hlm.287 
21 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta : Prenada 

Media Group, 2015) hlm.247. 
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b. iMilik iPenuh iMilik ipenuh iartinya ikepemilikan idisini iberupa ihak iuntuk 

ipenyimpanan, ipemakaian, ipengelolaan iyang idiberikan iAllah ikepada 

imanusia, idan ididalamnya itidak iada ihak iorang ilain. 

c. iBerkembang iMenurut iahli ifikih, i“ iharta iyang iberkembang” isecara 

iterminology iberarti iharta itersebut ibertambah itetapi imenurut iistilah 

ibertambah iitu iterbagi idua iyaitu ibertambah isecara inyata idan 

ibertambah itidak isecara inyata. i 

d. iCukup iNisab, iNisab imerupakan ikeniscayaan isekaligus imerupakan 

ikemaslahatan, isebab izakat iitu idiambil idari iorang ikaya i(mampu) iyang 

idiberikan ikepada iorang iyang itidak imampu. i 

e. iCukup iHaul iHaul iadalah ijangka iwaktu ikepemilikan iharta iditangan isi 

ipemilik isudah imelampaui idua ibelas ibulan iqamariyah. i 

f. iBebas idari iHutang iDalam imenghitung inisab, iharta iyang iakan 

idikeluarkan izakatnya iharus ibersih idari ihutang, karena ia dituntut atau 

memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu. 

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok Kebutuhan ini berada untuk setiap orang 

karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.22 

           c.   Macam-Macam Zakat 

 Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu:  

 a. Zakat Fitrah  

                                                             
22 Sri Nurhayati, et al, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), 

h.287 
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  Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zaka al-nafs), yaitu kewajiban berzakat 

bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum 

dewasa, dan idibarengi idengan iibadah ipuasa i(shaum). iZakat ifitrah 

imempunyai ifungsi isebagai iberikut: i 

1) Fungsi iibadah. i 

2) Fungsi imembersihkan iorang iyang iberpuasa idari iucapan idan 

iperbuatan iyang itidak ibermanfaat. i 

3) Membersihkan ikecukupan ikepada iorang-orang imiskin ipada ihari 

iraya iidul ifitri. 

 i i i i i i i ib.Zakat iMal i(harta) iZakat iMal iadalah izakat iyang iboleh idibayarkan ipada i 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iwaktu iyang itidak itertentu. iAdapun iharta iyang iwajib idizakati 

imeliputi i: i 

1) Binatang iternak, ihewan iternak imeliputi ihewan ibesar iseperti: iunta, 

isapi, idan ikerbau isedangkan ihewan ikecil idiantaranya: ikambing, idan 

idomba. 

2) Emas idan iperak, iemas idan iperak imerupakan ilogam imulia iyang 

iselain imerupakan itambang ielok ijuga isering idijadikan iperhiasan. 

iEmas idan iperak ijuga idijadikan imata iuang iyang iberlaku idari iwaktu 

ike iwaktu, iIslam imemandang iemas idan iperak isebagai iharta 

i(potensial) iberkembang. iOleh ikarena isyara’ imewajibkan izakat iatas 

ikeduanya, ibaik iberupa iuang, ileburan ilogam, ibejana, isouvenir, iatau 

iyang ilain. iTermasuk idalam ikategori iemas idan iperak, iadalah imata 

iuang iyang iberlaku idari iwaktu ike iwaktu idi imasing-masing iNegara. 
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iOleh ikarenanya isegala ibentuk ipenyimpangan iuang iseperti: 

itabungan ideposito, icek, isaham, iatau isurat iberharga ilainnya, 

itermasuk ikedalam ikategori iemas idan iperak, isehingga ipenentuan 

inishab idan ibesarnya izakat idisetarakan idengan iemas idan iperak. 

iDemikian ijuga ipada iharta ikekayaan ilainnya, iseperti irumah, ivilla, 

ikendaraan, itanah, idan ilain-lain. iYang imelebihi ikeperluan imenurut 

isya’ra iatau idibeli/dibangun idengan itujuan imenyimpan iuang 

i(komersil) idan isewaktu-waktu idapat idiuangkan. iPada iemas idan 

iperak ilainnya, iasal itidak iberlebihan, imaka itidak idiwajibkan izakat 

iatas ibarang itersebut. 

3) Harta iperniagaan, iadalah isemua iyang idiperuntukan iuntuk 

idiperjualbelikan idalam iberbagai ijenisnya, ibaik iberupa iseperti: ialat-

alat, ipakaian, imakanan, iperhiasan, idan ilain-lain. iPerniagaantersebut 

idiusahakan isecara iperorangan iatau iperserikatan iseperti iCV, iPT, 

ikoperasi, idan ilain-lain. i 

4) Hasil ipertanian, iadalah ihasil itumbuh-tumbuhan iatau itanaman iyang 

ibernilai iekonomis iseperti ibiji-bijian, iumbi-umbian, 

isayurmayur,buah-buahan, itanaman ihias, irumput-rumputan, 

idedaunan, idan ilain-lain. i 

5) Madin idan ikekayaan ilaut, iadalah ihasil itambang iyang iberada 

ididalam iperut ibumi iyang imemiliki inilai iekonomis iseperti: emas, 

perak timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan 

lain-lain. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, 

amabar, marjan, dan lain-lain.  
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6) Rikaz, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa 

disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang 

ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya.23 

3.  Transparansi Pengelolaan Zakat 

      a. Pengelolaan Zakat 

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi untuk idapat imendapatkan ikesuksesan idalam imengelola izakat ipada 

imasa ikontemporer iini, ikhususnya iapabila ipengelolaan izakat iditangani ioleh isuatu 

ilembaga izakat: ipertama, imenetapkan iperluasan idalam ikewajiban izakat. 

iMaksudnya, isemua iharta iyang iberkembang imempunyai itanggungan iwajib izakat 

idan iberpotensi isebagai iinvestasi ibagi ipenanganan ikemiskinan. iKedua, 

imengelola izakat idari iharta itetap idan itidak itetap iharus isecara ibaik idan 

itransparan, ibisa idikelola ioleh ilembaga iyang itelah iditunjuk ioleh ipemerintah. 

iKetiga, idalam ipengelolaan izakat iharus itertib iadministrasi iyang iaccountable idan 

idikelola ioleh ipara ipenanggung ijawab iyang iprofessional. iKeempat, idi isaat izakat 

itelah idikumpulkan ioleh iamil i(pengelola izakat), izakat iharus ididistribusikan 

isecara iaccountable ijuga, idengan imemberika ikepada ipara imustahiqnya.24 

Agar itercipta ipengelolaan iyang ibaik, isuatu inegara iyang imayoritas 

iberpenduduk imuslim iseperti iIndonesia, ipemerintah iseharusnya imembentuk 

isuatu ibadan itertentu iyang imengurusi imasalah ipengelolaan izakat, dibentuklah 

BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai 

                                                             
23 Abu Arkan Kamil Attaya, Antara Zakat, Infak, dan Shodaqoh, (Bandung : CV. Angkasa, 

2013), hlm.38. 
24 Qardhawi, Yusuf. ed. Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, 

Penerjemah Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm.93. 
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daerah. iAtas ikeseriusan ipemerintah imenangani ipengelolaan izakat, imaka ipada 

itahun i1999 ipemerintah itelah imenerbitkan iundang-undang inomor i38 iTahun i1999 

itentang ipengelolaan izakat. iDalam ikondisi idemikian,kewajiban imengumpulkan 

izakat idi iIndonesia iharus idilakukan ioleh iamilamil izakat.25 

Peraturan imengenai ipengelolaan izakat idi iIndonesia isaat iini idiatur ipada 

iundang-undang inomor i23 itahun i2011 itentang iPengelolaan iZakat. iPengelolaan 

izakat imenurut iPasal i1 iayat i(1) iundang-undang inomor i23 itahun i2011 iadalah 

ikegiatan iperencanaan, ipengorganisasian, ipelaksanaan, idan ipengawasan iterhadap 

ipengumpulan idan ipendistribusian iserta ipendayagunaan izakat. iPengelolaan izakat 

idi iIndonesia idiatur ioleh iBAZNAS iyang iberkedudukan idi iibu ikota iNegara iyang 

imerupakan ilembaga ipemerintah inonstructural iyang ibersifat imandiri idan 

ibertanggungjawab ikepada iPresiden imelalui imenteri. iSelain idiatur ioleh 

iBAZNAS isebagaimana idiatur idalam iUU iPengelolaan iZakat iPasal i17 idibantu 

ioleh iLembaga iAmil iZakat idalam ipelaksanaan ipengumpulan, ipendistribusian idan 

ipendayagunaan imasyarakat.26 

Proses ipengelolaan izakat idalam iundang-undang inomor i23 itahun i2011 idi 

iIndonesia iyaitu iantara ilain ipengumpulan, ipendistribusian, ipendayagunaan idan 

ipelaporan. iPengumpulan izakat idimulai idari imuzakki iyang imenghitung isendiri 

ikewajiban izakatnya iatau idapat imeminta ibantuan iBAZNAS atau LAZ. Lalu izakat 

itersebut idikurangi idari ipenghasilan ikena ipajak ioleh iBAZNAS idan iLAZ. 

iSelanjutnya iBAZNAS iatau iLAZ iini iwajib imemberikan ibukti isetoran izakat 

ikepada imuzakki. i 

                                                             
25Hasnah, Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, Juni, 2015, h.52. 
26Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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Selanjutnya iuntuk iproses ipendistrubusian idiberikan ikepada imustahik 

isesuai idengan isyariat iIslam idan imerujuk ikepada iskala iprioritas. iKemudian 

ipendayagunaan, zakat idapat ididayagunakan iuntuk iusaha iproduktif idalam irangka 

ipenanganan ifakir imiskin idan ipeningkatan ikualitas iumat. iSetelah isemua 

idilakukan, iselanjutnya idilakukan ipelaporan, iuntuk iBAZNAS ikabupaten/kota 

iwajib imenyampaikan ilaporan ipengelolaan izakat, iinfak, isedekah idan idana isosial 

ikeagamaan ilainnya ikepada iBAZNAS iProvinsi idan ipemerintah idaerah isecara 

iberkala. iBAZNAS iprovinsi imenyampaikan ilaporannya ikepadaBAZNAS idan 

ipemerintah idaerah isecara iberkala. iLAZ iwajib imenyampaikan ilaporannya ikepada 

iBAZNAS idan ipemerintah idaerah isecara iberkala. iBAZNAS iwajib 

imenyampaikan ilaporan ipelaksanaan ipengelolaan izakat, iinfak, isedekah idan idana 

isosial ikeagamaan ilainnya ikepada iMenteri isecara iberkala. 

c. Transparansi iPengelolaan iZakat 

Tata ikelola ikeuangan iyang iberdasarkan iprinsip ikepemerintahan iyang 

ibertujuan iuntuk imenciptakan ipengelolaan ikeuangan iyang itransparan, iakuntabel, 

iefektif idan iefisien. iAntara ilain ijika isyarat-syarat iberikut iterpenuhi, ianggaran 

iyang idisusun ioleh isuatu ilembaga idikatakan itransparan: i 

a. iDokumen iterkait ianggaran isudah itersedia. 

b. iLaporan iakuntabilitas isudah itersedia. i 

c. i iMasyarakat idapat imemperoleh iinformasi imelalui isuatu isistem.27 

Pengawasan ikelembagaan ioleh imuzakki iakan iberdampak ipositif idengan 

idiperkenalkannya itransparansi. iTentunya ihal iini iakan iberdampak idan 

                                                             
27

 i5Nur iKabib, idkk, iPengaruh iAkuntabilitas idan iTransparansi iTerhadap iMinat iMuzakki 

iMembayar iZakat idi iBAZNAS iSragen, iJurnal iIlmiah iEkonomi iIslam, i2023. ihlm.7 
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imendorong imuzakki iuntuk imemilih ilembaga izakat. iAbdussalam iAbu iTapanjeh 

imengatakan ibahwa idari isudut ipandang iIslam, itransparansi iadalah: i 

a. iMuzakki iditerima idi iorganisasi. iMereka iyang itertarik idengan 

ikegiatan ipengelolaan izakat iharus idapat idengan imudah imengakses 

isemua ifakta, itermasuk idata ikeuangan. i 

b. iInformasi iharus idiberikan isecara ijujur, ilengkap, idan imencakup 

isemua iaspek iinformasi. 

c. i iDistribusi iinformasi iyang iadil ikepada isemua ipihak iyang imemintanya 

iadalah ipersyaratan ilain.28 

Selain iitu, iorganisasi iharus imemberi itahu ipenerima ikepercayaan itentang 

isemua ikebijakan iyang imereka iterapkan. iOleh ikarena iitu, ijika imengacu ipada 

iteori ipenerapan itolak iukur ilembaga izakat iini, imaka itransparansi idisebut isebagai 

ikejujuran idan iamanah idalam iketerbukaan iinformasi. iKepercayaan iakan 

iterbangun iantara iorganisasi ipengelola izakat dengan masyarakat muzakki melalui 

transparansi. Ketulusan dan transparansi terkait erat dalam Islam. Institusi harus 

jujur dalam menyebarkan informasi tidak ada yang harus disembunyikan dari 

pengetahuan masyarakat, dalam hal ini muzakki. 

4. Efisiensi Pengelolaan Zakat 

a. Pengertian Efisien 

Efisiensi iadalah isalah isatu icara iyang idi igunakan iperusahaan idalam ihal 

imengelola isumber ikeuangan, iproses, imaterial, itenaga ikerja, iperlatan iperusahaan, 

                                                             
28

 iMuhammad iAshari iAssagaf, iPengaruh iAkuntabilitas idan iTransparansi iPengelolaan 

iZakat iTerhadap iMinat iMuzakki iMembayar iZakat. i i(Skripsi, iFakultas iEkonomi idan iBisnis iIslam 

iUIN iAlauddin iMakasar, i2016), ihlm.31. 
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imaupun ibiaya isecara iefektif.29
 iEfisiensi ibisa ijuga idi iartikan isebagai idimana 

isuatu ipengorbanan idicapai iuntuk imemperoleh isuatu imanfaat imeskipun 

ipengorbanan isekecil imungkin.30 

Menurut iSyamsi, iyang idi ikutip ioleh iIbnu iSyamsi, iarti iEfisiensi 

imempunyai ipengertian iyang isama idi iatas, iyaitu imenunjukkan iadanya 

iperbandingan iantara ikeluaran i(output) idan imasukan i(input).31 

Berdasarkan ipengertian idi iatas iEfisiensi isecara iluas imerupakan iusaha 

imencapai iprestasi isebaik-baiknya isecara imaksimal idengan imenggunakan ibahan 

iyang itersedia imaupun isumber idaya imanusia iseperti i(material, imesin, idan 

imanusia) idalam itempo iyang isesingkat-singkatnya, idalam ikeadaaan inyata 

i(sepanjang ikeadaan itersebut ibisa iberubah) itanpa imenggangu ikeseimbangan 

iantara ifaktor i– ifaktor itujuan ialat, itenaga idan iwaktu. iEfisiensi ilebih ijelasnya 

iadalah isuatu iperbandingan iterbaik iantara isuatu ihasil idengan iusahanya. 

1. Prinsip-Prinsip iEfisiensi 

Suatu ikegiatan idalam iorganisasi iitu itermasuk iefisien iatau itidak. iMaka, 

iuntuk imenentukan iprinsip-prinsip iatau ipersyaratan iEfisiensi iharus iterpenuhi 

iyaitu iada ibeberapa imacam idi iantaranya i: i 

a. Efisiensi iharus idapat idi iukur iStandar iyang iharus idi itetapkan iantara 

iefisien idan itidak iefisien iadalah iukuran inormal. Ukuran normal 

tersebut merupakan patokan (standar) awal, untuk menentukan suatu 

kegiatan efisien atau tidak.Ada batas ukuran normal untuk pengorbanan 

adalah pengorbanan yang maksimum untuk hasil maksimum.Kalau 
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 iFransiska iXaverius iSadikin, iTip idan iTrik iMeningkatkan iEfisiensi, iProduktivitas, idan 

iProfitabilitas, i(ANDI, iYogyakarta, i2005), ihlm.,157 
30

 iMubyarto idan iEdy iSuandi iHamid, iMeningkatkan iEfisiensi iNasional, i(BPFE, 

iYogyakarta, i2017), ihlm., i199 
31

 iIbnu iSyamsi, iSistem idan iProsedur iKerja, i(Bumi iAksara, iJakarta, i2004), ihlm.,4 
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tidak dapat di ukur maka tidak dapat di ketahui apakah suatu kegiatan 

itu bisa efisien iatau itidak. i 

b. Efisiensi imengacu ipada ipertimbangan irasional iRasional imerupakan 

isegala ipertimbangan iharus iberdasarkan iakal isehat, imasuk iakal, idan 

ilogis ibukan iemosional.Dengan ipertimbangan irasional iini, iobjektivitas 

ipengukuran idan ipenilaian idapat idi ihindarkan isejauh imungkin. i 

c. Efisiensi itidak iboleh imengorbankan ikualitas i(mutu) iMutu iharus itetap 

idi ijaga idengan ibaik.Dengan idemikian, ikuantitas iproduk iboleh isaja idi 

itingkatkan itetapi ijangan isampai imengorbankan ikualitasnya.Jangan 

ihanya imengejar ikuantitas iproduktapi imengorbankan ikualitas.Jangan 

isampai ihasil iyang iingin idicapai idi itingkatkan itetapi ikualitasnya 

imenjadi irendah. i 

d. Efisiensi imerupakan iteknis ipelaksanaan iPelaksanaan ioperasionalnya 

idapat idi iusahakan iseefisien imungkin. iSehingga itidak iterjadi 

ipemborosan idan ijangan isampai ibertentangan idengan ikebijakan 

iatasan iyang isering iterjadi. i 

e. Pelaksanaan iEfisiensi iharus idi isesuaikan idengan ikemampuan 

iorganisasi iyang ibersangkutan. iDalam ihal iini ipenerapannya idi 

isesuaikan idengan ikemampuan isumber idaya imanusia, idana, ifasilitas, 

idan ilain-lain, iyang idi imiliki ioleh iperusahaan idan imengusahakan 

ipeningkatannya. iSetiap iorganisasi, iapakah iinstansi ipemerintah, ibadan 

iswasta iataupun iperusahaan, imempunyai ikemampuan iyang itidak 

iselalu sama. Pengukuran Efisiensi ini sebaiknya di dasarkan pada 

tingkat kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusianya, 

dananya, dan fasilitasnya.  



30 
 

f. Efisiensi ada tingkatannya Penggolongan tingkatan Efisiensi ada 

beberapa macam,  

1). iNo iEficient 

2). iKurang ieficient 

3). iEficienti 

4).i efisien i 

5). iPaling iefisien i(optimal)32 

b. Efisiensi iPengelolaan iZakat 

Menurut iAkbar, iOrganisasi iPengelola iZakat imerupakan iorganisasi iyang 

ibertindak isebagai iamil izakat.33Dalam imenjalankan itugasnyatersebut, iOrganisasi 

iPengelola iZakat imembutuhkan idana ioperasional iyang itidak ikecil, imulai idari 

igaji iamilin, ibiaya isosialisasi, idan ibiaya ioperasional ilainnya. iAmilin iitu iadalah 

ipegawai idalam isuatu iOrganisasi iPengelola iZakat, imaka ihendaklah iia idiberi 

iupah isesuai idengan ipekerjaannya, inamun iupah iyang idiberikan ipun itidak iterlalu 

ikecil idan itidak ijuga iberlebihan. 

Pendapat iIbnu iQasim idalam ikitab iAl-Majmuu’ iSyarah iAl-Muhadzzab 

yang menerangkan mengenai distribusi zakat kepada amil sebagai berikut :  

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka 

harus dibagi ikepada idelapan igolongan ipenerima izakat. iBagian ipertama 

iadalah iuntuk iamil, ikarena iamil imengambil ibagian iharta izakat isebagai 

iupah, isementara igolongan ilainnya isebagai idana isosial. iApabila ibagian 

iamil isesuai idengan ikewajaran isebagai iupah ipengelola izakat, imaka iakan 

idiberikan ikepadanya ibagian itersebut. iJika iterjadi idefisit ianggaran, 

idimana ibagian iamil ilebih ikecil idari ikewajaran iupah ipengelola izakat 

imaka iakan iditambahkan. iDitambahan idari imana? iImam iSyafi’i 

iberpendapat: i“Ditambahkan idengan idiambil idari ibagian ikemashlahatan 

i(fi isabilillah)”. iSekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya 
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 iEdward iJ. iBlocher, iManajemen iBiaya, i(Salemba iEmpat, iJakarta, i2011), ihlm.,725 
33Ali iAkbar, iMekanisme iPengumpulan iZakat, iInfaq, idan iShodaqoh i(Menurut iHukum 

iSyara’ idan iUndang-Undag), i(Magistra iInsania iPress: iYogyakarta, i2006), ihm.35. 
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dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka 

pendapat tersebut tidak salah.34 

 

Menurut Asnaini, itujuan iefisiensi iadalah iuntuk imencapai ikeuntungan 

iyang ioptimal. iDalam iIslam, iperwujudan ikeuntungan iyang ioptimal idihasilkan 

imelalui ikerja ikeras iatau iusaha iyang ioptimal iuntuk imenghasilkan isesuatu isecara 

ioptimal idengan itetap imenjaga ikeseimbangan idan ietika syariah.35 

1. Memanfaatkan Seluruh Potensi Sumber Daya Alam 

Allah SWT. telah imenganjurkan ikepada imanusia iagar isenantiasa 

ibekerja imemakmurkan ibumi idan imemanfaatkan iseluruh ipotensi 

isumber idaya ialam iyang iada idi ibumi iuntuk ikebutuhan imanusia 

2. Spesialisasi iKerja 

Pembagian tenaga ikerja iakan ilebih itergantung ipada iperbedaan 

ikeahlian idan iketerampilan ipenduduk. iDalam iIslam, iprinsip idasar 

itentang ispesialisasi idapat iditelaah. 

3. Larangan iTerhadap iRiba i 

Salah isatu icara iIslam imewujudkan iefisiensi idengan icara 

imeminimalisasi ibiaya iproduksi iadalah idengan ipengharaman iriba iatau 

ibunga. iSebagai ibagian idari ielemen ibiaya itetap idalam iproduksi, 

ipenghapusan ibunga iakan imembuat ibiaya iproduksi ilebih irendah iatau 

iefisien. 

4. Larangan iIsraf idan iTabdzir i 

Israf iadalah ikesalahan imenggunakan itakaran iyang itepat, isedangkan 

itabdzir iadalah ikebodohan idalam imenggunakan ialokasi iyang itepat.36 

 

Atas idasar iinilah idiperlukan isuatu iusaha iuntuk mengefisienkan biaya 

operasional Organisasi Pengelola Zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan 

tingkat kepentingannya. Sehingga ibiaya iyang idikeluarkan isesuai idengan 

ikebutuhan idan ikepentingan iOrganisasi iPengelola iZakat. iDengan idemikian iharta 

izakat ibisa idimaksimalkan idemi itercapainya itujuan izakat, iyakni imeningkatkan 

ikesejahteraan imasyarakat idan imengurangi ikemiskinan. 

                                                             
34Ibnu iQosim idalam iSupena iIlyas. iManajemen iZakat, i(Walisongo: iPres iSemarang, 

i2009), ihlm.28 
35

 iAsnaini, iZakat iProduktif iDalam iPerspektif iHukum iIslam(Cet. iL, iPustaka iPelajar: 

iYogyakarta, i2008), ihlm.76. 
36Ibid. iHlm. i90 
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Pada isaat iini, ipengelolaan idana izakat idi iIndonesia iberdasarkan iUndang-

Undang iNo. i23 iTahun i2011, isecara ispesifik imengamanatkan iBAZNAS isebagai 

ipelaksana iutama idalam ipengelolaan izakat idi iIndonesia idan ipemerintah 

imendapatkan ifungsi isebagai ipembina idan ipengawas iterhadap ipengelolaan izakat 

iyang idilakukan ioleh iBAZNAS.37 

Pengelolaan izakat ibisa idilakukan idengan iberbagai imacam icara. iYang 

itepenting, iesensi izakat itecapai. iHal iinilah iyang imendorong iBAZ idan iLAS iuntuk 

iberusaha imengelola izakat isabaik-baiknya. iBukankah iketercapaian itujuan 

ipersyaratan izakat itegantung ikepada ipendayagunaan idan ipemanfaatannya.55 

iSedangkan itujuan idari ipengelolaan izakat iadalah iuntuk imeningkatkan iefektivitas 

idan iefisiensi ipelayanan idalam ipengelolaan izakat iserta imeningkatkan imanfaat 

izakat iuntuk imewujudkan ikesejahteraan imasyarakat idan ipenanggulangan 

ikemiskinan. 

Dalam iUndang-undang iNomor i23 iTahun i2011 ipasal i25, ibahwa izakat 

iwajib ididistribusikan ikepada imustahik isesuai idengan isyariat iIslam. 

iPendistribusian izakat idilakukan iberdasarkan iprioritas idengan imemperhatikan 

iprinsip pemerataan, keadilan, dan ikewilayahan. iDibagian iketiga ipasal i27 ijuga 

idijelaskan itentang ipendayagunaan izakat, isebagai iberikut: 

1. Zakat idapat ididayagunakan iuntuk iusaha iproduktif idalam irangka 

ipenanganan ifakir imiskin idan ipeningkatan ikualitas iumat. i 

2. Pendayagunaan izakat iuntuk iusaha iproduktif idilakukan iapabila 

ikebutuhan idasar imustahik itelah iterpenuhi. i 

                                                             
37

 iHujjatul iMaryam, iAnalisis iEfisiensi iKinerja iLembaga iZakat iNasional idi iIndonesia 
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3. Ketentuan ilebih ilanjut imengenai ipendayagunaan izakat iuntuk iusaha 

iproduktif idiatur idengan iperaturan imentri.38 

Zakat, infaq dan isedekah iyang itelah idikumpulkan ioleh ilembaga ipengelola 

izakat, iharus isegera idisalurkan ioleh imustahik isesuai idengan iskala iprioritas iyang 

itelah idisusun idalam iprogram ikerja. iUntuk ipenyaluran izakat, iinfaq idan isedekah 

ibisa idilakukan idengan idu iacara, isebagai iberikut: 

1) Pola iTradisional i(konsumtif) i 

Pola itradisional imerupakan ipenyaluran idana izakat iyang idiberikan 

isecara ilangsung ikepada imustahik itanpa disertai adanya target, 

kemandirian sosial, maupun kemandirianekonomi (pemberdayaan). 

Dana zakat yang sudah diterima mustahik dapat digunakan secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  

2) Pola Kontemporer i(Produktif) i 

Pola iproduktif iadalah ipola ipenyaluran idana izakat ikepada imustahik iyang 

idisertai idengan iadanya itarget iuntuk imerubah ikeadaan ipenerima i(lebih 

idikhususkan imustahiq iatau igolongan ifakir imiskin) idari ikategori imustahik 

imenjadi ikategori imuzakki.39Pengukuran iefesiensi iorganisasi inirbala ipada iBadan 

iAmil iZakat idapat idiukur imelalui: 

1. Benefit, iyang imenyatakan iukuran ikeuangan idari inilai isosial iyang 

idiletakkan ipada ijasa isebauh iorganisasi. Penilaian keuangan dari 

benefit mencakup dua komponen yaitu, pengeluaran sosial dan 

                                                             
38 Undang-undang iNomor i23 iTahun i2011 itentang iPengelolaan iZakat. 
39Margi iLestari iBagus iPermadi, iAnalisis iEfesiensi iPengelolaan iDana iZakat, iInfaq idan 

iSedekah ipada iOrganisasi iPengelolaan iZakat idi iIndonesia i(Skripsi iFakultas iEkonomi idan iBisnis 

iIslam iUIN iSyarif iHidayatullah iJakarta, i2018), ihlm. i24 
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peningkatan pendapatan masyarakat (dalam hal ini badan amil zakat 

yang dimaksud iadalah imustahik) i 

2. Outcome, iyang idiukur isecara inon-finansial idari imanfaat iprogram-

program isosial iorganisasinya. iContoh ijumlah imustahik iyang 

imengalami ipeningkatan ipendapatan. i 

3. Output, iyang idiukur idari ijumlah ioutput iatau iobjek iyang itersalurkan. 

iContohnya ijumlah imustahik iyang idiberdayakan. i 

4. Input, iyang iditunjukkan imelalui iukuran inon-finansial idari iberbagai 

isumber idaya iyang idigunakan iorganisasi, idanCost, iyang iditunjukkan 

imelalui inilai ikeuangan idari isemua isumber idaya iorganisasi iyang 

idigunakan iuntuk imeningkatkan ipelayanan ijasanya.40 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis iadalah ikesimpulan isementara iyang ikebenarannya imasih iperlu 

idibuktikan imelalui ipenelitian. iAdapun ihipotesis ipenelitian iini iadalah isebagai 

iberikut i: 

1. Terdapat ifaktor itransparansi iterhadap iperkembangan idan ipenggunaan 

iBAZNAS idi iSumatera iUtara 

2. Terdapat ifaktor iefisiensi iterhadap iperkembangan idan ipenggunaan iBAZNAS 

idi iSumatera iUtara 

                                                             
40 Annisa Rahmayanti, Efesiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di 

Indonesia (Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 

hlm. 32. 
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3. Terdapat ifaktor itransparansi dan efisiensi terhadap perkembangan dan 

penggunaan BAZNAS di Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


